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PERATURANKEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PRAJABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk membentuk Pegawai Negeri Sipil yang
profesional yang mampu melaksanakan tugas dan
perannya  sebagai pelayan  publik  diperlukan
pembentukan karakter melalui jalur Pendidikan dan
Pelatihan Prajabatan yang didasarkan pada nilai-nilai
dasar profesi Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan
Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil
Golongan III sebagaimana diatur dalam Peraturan
Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 38 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil
Golongan III tidak sesuai dengan kondisi saat ini,
sehingga perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan
Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil
Golongan III;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4019);

4. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang
Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang
Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 127);

6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri
Sipil;

7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Administrasi Negara ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN PRAJABATAN CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL GOLONGAN III.

Pasal 1
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon
Pegawai Negeri Sipil Golongan III yang selanjutnya disebut Pedoman
sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan ini, merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
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Pasal 2
Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai acuan
dalam penyelenggaraan program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III oleh Lembaga Administrasi Negara
dan/atau Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi.

Pasal 3
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai
Negeri Sipil Golongan III sampai dengan tanggal 31 Juli 2015 mengacu
pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 38 Tahun
2014 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon
Pegawai Negeri Sipil Golongan III.

Pasal 4
Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Kepala
Lembaga Administrasi Negara Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan
[IT dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5
Peraturan Kepala ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal23 Maret 2015

KEPALA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

AGUS DWIYANTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki semua prakondisi untuk mewujudkan tujuan
negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditandai dengan kekayaan
alam yang melimpah, potensi sumber daya manusia, peluang pasar yang
besar, dan demokrasi yang relatif stabil. Namun prakondisi yang sudah
terpenuhi itu belum mampu dikelola secara efektif dan efisien oleh para
aktor pembangunan, sehingga Indonesia masih tertinggal dari cepatnya
laju pembangunan global dewasa ini.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peranan yang menentukan dalam
mengelola prakondisi tersebut. Sejumlah keputusan-keputusan strategis
mulai dari merumuskan kebijakan sampai pada implementasi kebijakan
dalam berbagai sektor pembangunan dilaksanakan ocleh PNS. Untuk
memainkan peranan tersebut, diperlukan sosok PNS yang profesional,
yvaitu PNS yang mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya
sehingga mampu melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan
efisien. Untuk dapat membentuk sosock PNS prolesional seperti tersebut di
atas perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan
(Diklat).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditetapkan
bahwa Diklat untuk pembentukan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
adalah Diklat Prajabatan. Sejalan dengan telah ditetapkannya UU Nomor 5
Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), maka perlu dilakukan
penyempurnaan dan pengayaan konsep Diklat Prajabatan sebagai salah
satu jenis Diklat yang strategis dalam rangka membentuk nilai-nilai dasar
PNS untuk mewujudkan PNS sebagai bagian dari ASN menjadi PNS
profesional. Kompetensi inilah yang kemudian berperan dalam membentuk
karakter PNS yang kuat, yaitu PNS yang mampu bersikap dan bertindak
profesional dalam melayani masyarakat.

Dalam rangka membentuk PNS profesional, dibutuhkan pembaharuan
atas kurikulum, metode pembelajaran, dan pola penyelenggaraan Diklat
vang ada saat ini dan yang didukung oleh semua pihak. Praktik
penyelenggaraan Diklat Prajabatan dengan pola pembelajaran klasikal yang
didominasi dengan metede ceramah, menunjukkan bahwa tidak mudah
untuk membentuk nilai-nilai dasar PNS, terutama proses internalisasi
pada diri masing-masing peserta. Berdasarkan pertimbangan hal tersebut
maka dilakukan inovasi dalam penyelenggaraan Diklat Prajabatan yang
memungkinkan peserta untuk mampu menginternalisasikan mnilai-nilai
dasar PNS dengan cara mengalami sendiri dalam penerapan dan
aktualisasi di tempat kerja/tempat magang, sehingga peserta merasakan
manfaatnya secara langsung. Dengan demikian nilai-nilai dasar PNS
tersebut terpatri kuat dalam dirinya.

Melalui pembaharuan Diklat Prajabatan ini diharapkan dapat
menghasilkan PNS yang profesional dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya sebagai pelayan publik, yang dewasa ini sangat dibutuhkan
untuk mengelola segala prakondisi dan sumber daya pembangunan yang
ada, sehingga dapat mempercepat peningkatan daya saing bangsa.
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B. Tujuan dan Sasaran

Penyelenggaraan Diklat Prajabatan bertujuan untuk membentuk PNS yang
profesional yaitu, PNS yang karakternya dibentuk oleh nilai-nilai dasar
PNS, sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara
profesional sebagai pelayan publik.
Sasaran penyelenggaraan Diklat Prajabatan adalah terwujudnya PNS yang
profesional sebagai pelayan publik.

C. Kompetensi

Kompetensi yang dibangun dalam Diklat Prajabatan CPNS Golongan III
adalah kompetensi PNS sebagai pelayan masyarakat yang profesional, yang
diindikasikan dengan kemampuan mengaktualisasikan lima nilai dasar,

yaitu:
1. kemampuan mewujudkan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas
jabatannya,;

2. kemampuan mengedepankan kepentingan nasional dalam pelaksanaan
tugas jabatannya;

3. kemampuan menjunjung tinggi standar etika publik dalam
pelaksanaan tugas jabatannya;

4. kemampuan berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas
jabatannya; dan

5. kemampuan untuk tidak korupsi dan mendorong percepatan
pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya.

Disamping memiliki kemampuan mengaktualisasikan lima nilai dasar di
atas, peserta Diklat Prajabatan CPNS Golongan IlI, memiliki kemampuan
menganalisis dampak apabila kelima nilai dasar tersebut tidak
diaplikasikan.
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